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Abstrak : Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang
memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan
pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak
harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat,
dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.
Kata Kunci: Peran, Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak
Pendahuluan
Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang
Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan
hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang
termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
hak-hak anak. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan
bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang
memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan
pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak

harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat,

dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.
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Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah
selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk
mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan
anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang
timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang
menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke
muka pengadilan.

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum
pidana dikatakan sebagai juvenile delinquency. Juvenile delinquency adalah setiap perbuatan atau
tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan
pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan
perkembangan pribadi si anak. Untuk itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai
masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas
sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan
dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi sianak
berbuat suatu tindak pidana, sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat
sekelilingnya.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi dalam hal ini unit PPA,
senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak
sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di
masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu
solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal,

penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.
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Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak
pidana anak dari sistem peradilan pidana, artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti
diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan
pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan
keadilan bagi korban yang disebut pendekatan restorative justice. Penanganan dengan pendekatan
ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum
agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya
masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur
melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Dasar hukum restorative justice terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan
Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah
perrlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai
landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
Restoratif atau diversi. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-
sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula, dan bukan pembalasan, dalam hukum pidana disebut dengan restorative justice.

Restorative Justice adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi,
yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam
satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara, dalam pertemuan itu mediator memberikan
kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejelasjelasnya mengenai tindakan

yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak
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korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab kenapa pelaku melakukan
tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian. Kemudian pelaku juga
memaparkan tentang pertanggung jawabannya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya.
Kemudian hal itu ditanggapi oleh korban, dan selain itu juga hadir masyarakat sebagai pihak yang
ikut dirugikan secara umum.

Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu
dengan membentuk Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur
Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri. Berdasarkan Undang-Undang
ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah Unit yang
bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang
menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya.

Pembahasan
Implementasi peran unit PPA Polres Parigi Moutong dalam penanganan anak yang
berhadapan dengan hukum
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disebut Unit PPA merupakan unit yang mempunyai
tanggungjawab memberikan bantuan tersebut sebagaimana untuk perempuan dan anak yang
menjadi korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pelayanan untuk perempuan dan
anak ini ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang dibentuk tahun 1999. Peraturan
Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007,
RPK berubah nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).
Perubahan tersebut bertujuan yang hubungannya dengan perempuan dan anak bisa ditangani

secara baik dan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak khusus perempuan dan anak.
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Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2007 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang
disingkat PPA adalah suatu unit yang mempunyai tugas menawarkan jenis-jenis bantuan, sebagai
jaminan bagi Perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana terhadap pelakunya. Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak diberi tugas untuk memberikan berbagai jenis bantuan, sebagai
keamanan bagi perempuan dan anak dari kejahatan terhadap para pelakunya.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terdiri dari pimpinan yang terdiri dari Kepala Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) dan Pembina Pimpinan serta pelaksana sebagai
Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) dan Perwira Penyidik (Panit Idik), yang masing-
masing terdiri dari wanita. Hal ini karena banyak perempuan yang menjadi korban dan mengalami
rasa malu untuk mengungkapkan informasi mengenai tindak kejahatan yang dialaminya.
peristiwa yang akan diutarakan oleh korban bersifat individu. Begitu juga dengan perempuan
muslimah yang tidak mau diperiksa oleh polisi laki-laki, sehingga petugas di ruang keamanan
perempuan dan anak terdiri dari perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran Polri di bidang Kamtibmas, khususnya tentang
perlindungan terhadap perempuan dan anak, Polri telah menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian
Negara RI tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Tugas Unit PPA yaitu memberikan
pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban
kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Fungsi yang dimiliki Unit PPA meliputi:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait
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Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang dikategorikan kedalam anak yang
memerlukan perlindungan khusus karena dalam melakukan tindakan, seorang anak lebih banyak
dipengaruhi oleh nurani atau perasan daripada pikiran-pikiran atau logika, oleh karena itu dasar
perlakuan terhadap perkara anak harus berbeda dengan perkara orang dewasa, demi kejiwaan
anak tersebut. Dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak, pada umumnya ketentuan
yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya
dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Peradilan Anak, telah dipertegas bahwa
penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar Pasal 41 ayat
(1) Undang-undang Peradilan Anak yang pada intinya menyebutkan bahwa penyidikan terhadap
anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri. Meskipun
penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik dapat melakukan penyidikan
terhadap perkara anak nakal.

Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu
dengan membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan
dan Anak di lingkungan Polri. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat
UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap
perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan
dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tersebut telah memberikan pedoman tentang

administrasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Kepolisian dan
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menetapkan pengadaan ruang pelayanan khusus.Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya
disingkat (RPK) dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban
Tindak Pidana. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah ruangan yang aman dan nyaman
diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana
yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan
secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Parigi Moutong dalam menangani perkara anak
yang berhadapan dengan hukum yaitu didasarkan pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 10
Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia menjelaskan tentang tugas dari Unit PPA yaitu bertugas Memberikan
pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban
kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya

Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur
dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban,
dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga
Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan
hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana
kekeluargaan tetap terpelihara.

Sebagai contoh tahun 2023, Pelaksanaan diversi pada ruang Satresnarkoba dipimpin langsung

oleh Kasatresnarkoba Polres Parigi Moutong dan PK Bapas Palu sebagai Wakil Fasilitator. Dalam
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pelaksanaannya juga turut dihadiri oleh Aparat Desa Tindaki, Guru SMK Nurul Amanah, Orang
tua ABH, serta Dinas terkait yang secara langsung mendukung keberhasilan pelaksanaan diversi
sesuai dengan yang diharapkan. Secara tidak langsung unit PPA Polres Parigi Moutong juga pada
tahun 2023 banyak menangani perkara anak yang berhadapan dengan dengan hukum secara
khusus yang berhubungan dengan tindak kekerasan seksual (sumber data satreskrim res parigi
moutong).

Perlindungan terhadap anak korban maupun anak pelaku dalam sistem hukum oleh Unit PPA
sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2)
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan
martabat kemanusiaan, serta medapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam melakukan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, proses
penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab
dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang
bersangkutan.

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang
berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum
dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu
peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut,
maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara

optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta
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untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-
haknya serta adanya perlakuan tanpa dikriminatif, khususnya anak yang menjadi saksi dan/
korban dalam tindak pidana.

Perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk
melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur,
tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan
perkembangan masyarakat Indonesia yang di jiwai sepenuhnya oleh pancasila dan UUD 1945

Penutup
Kesimpulan
Implementasi peran unit PPA Polres Parigi Moutong dalam penanganan anak yang berhadapan
dengan hukum menjelaskan bahwa dalam penanganan anak yang berhadapan dalam hukum
penyidik yang menangani kasus anak haruslah penyidik khusus anak sesuai aturan yang ditetapkan
serta unit PPA menyediakan ruang khusus pemeriksaan bagi anak yang berhadfapan dengan
hukum serta unit PPA harus dapat mengupayakan Diversi ketika menemukan persoalan anak yang
berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan restoratif justice.
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